BUPATI SIAK 


PERATURAN BUPATI SIAK 
NOMOR 33 TAHUN 2013 


TENTANG 


SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SIAK 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


BUPATI SIAK, 


enimbang : a. bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan Kepala 
Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial harus dilaksanakan 
secara efektif, efisien, transparan, bertanggung-javvab dengan 
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah; 


Mengingat 


d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, serta tertib administrasi 
pengelolaan belanja bantuan sosial perlu menetapkan sistem dan 
prosedur pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Kabupaten Siak dengan Peraturan Bupati; 


1 . 


Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukar 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Roka. 

ilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna 
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negan 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembara. 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telaf 
diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200e 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1U7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 


HIMPUNAN PERATURAN BUPATI SIAK TAHUN 2013 


416 








2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia" Tahun 
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3298); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Kota dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Siak Nomor 15); 
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melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 

daerah. 

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

pengelolaan APBD. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang. 

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 
yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris 
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala 
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabai 
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah 
rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan 
selaku Bendahara Umum Daerah. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan 
anggaran SKPD. 

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD 
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian 
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD 
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada 
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang 
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah 
perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. 

18. Instansi vertikal adalah instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di wilayah Kabupaten Siak. 

19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah 
daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

20. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi 
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh'mdividu, keluarga, kelompok 
dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, 
fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan 
sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

21. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota 
masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan 
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(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria: 

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, 

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan 

c. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

Pasal 6 

Hibah dapat diberikan kepada: 

. pemerintah; 

. pemerintah daerah lainnya; 

c. perusahaan daerah; 

d. masyarakat; dan/atau 

e. organisasi kemasyarakatan. 

Pasal 7 

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan 
kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang 
wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. 

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf b diberikan kepada Daerah Otonomi baru hasil pemerkaran daerah 
sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e 
diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang 
diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Perusahaan 
Daerah milik Pemerintah Kabupaten Siak. 

(5) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan 
kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang 
perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan 
keolahragaan non profesional. 

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan 
dengan persyaratan: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Siak. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (7) diberikan dengan persyaratan: 

a. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Siak-sekurang-kurangnya 3 tahun, 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Siak; dan 

c. memiliki sekretariat tetap. 
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f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh 
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Siak; 

g. urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan 
oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Siak; 

h. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Siak; 

i. urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Siak; 

j. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak; 

k. urusan pariwisata, pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak; 

l. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian 
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak 

m. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan 
Ketahanan Pangan Kabupaten Siak; 

n. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak; 

o. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh KantorPerpustakaan dan Arsip 
Kabupaten Siak; 

p. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Kabupaten Siak; dan 

q. urusan peternakan, perikanan dan kelautan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak. 

Pasal 11 

(1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar 
persetujuan Bupati. 

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman 
alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. 

(3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi 
anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa. 

Pasal 12 

(1) Alokasi Anggaran Hibah dicantumkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah tentang 
Pedoman Penyusunan RKA. 

(2) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. 

(3) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. 

(4) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal 13 

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis 
belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. 

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung 
yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam 
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan 
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(2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan 
ayat (1) dilampiri : 

a. Nomor Rekening Bank penerima hibah; 

Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan 
diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; 

Kuitansi tanda terima; dan 
NPHD. 


b. 


c. 

d. 


S PM sebagaimana dimaksud pada 


bahwa hibah yang 


(3) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini. 


Pasal 18 


Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1 ) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 


dalam pasal 3 


Bagian Keempat 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 19 

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada 

Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. P 

(2) a H ib n h bempa , ? amng ataU jasa me nyampaikan laporan penggunaan 

hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait. ^ 

( 3| Format laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dan 
ayat (2) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini. 

Pasal 20 

1 ' 1 mh b un anggaran^serkenami. r ' a ‘ iSaSi jeniS bela " Ja hibah pada PPKD dakm 

(2) hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah nada 
jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. 

Pasal 21 

Pertanggungjawaban Pemerintah atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi- 

a. usulan dan calon penerima hibah kepada Bupati; P 

b ' Mpu l S USan Bupati tentan S penetapan daftar penerima hibah uang; 

C . lNl li 1_/ y 

pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima 

akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 8 

bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima 
arang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. 

Pasal 22 

(1) meliputf UnS,aWaban SKPD ataS pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa 
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati; 

c NPHf^dan BU ° pati tentang P er »etapan daftar penerima hibah barang/jasa; 
d. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. 


d. 


e. 
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BAB V 

BANTUAN SOSIAL 
Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 28 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok 
masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

(3) Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk melindungi anggota dan/atau 
kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

Pasal 29 

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam (1) meliputi: 

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak 
stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena 
alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; 

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang 
berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial adalah sebagai berikut: 

1) bidang pendidikan, antara lain yayasan pembinaan cacat mental, buta aksara, 
sekolah luar biasa; 

2) bidang keagamaan, antara lain pesantren; dan 

3) bidang lainnya, antara lain panti jompo, panti asuhan, pembinaan anak 
telantar dan putus sekolah. 

Pasal 30 

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam (1) memenuhi kriteria: 

a. selektif; 

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu 
dapat berkelanjutan; dan 

d. sesuai tujuan penggunaan. 

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa 
bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk 
melindungi dari kemungkinan resiko sosial. 

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 

a. memiliki identitas yang jelas; dan 

b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Siak. 

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak 
harus diberikan setiap tahun anggaran. 

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai 
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 
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(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat 
penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. 

(4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang 
tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda 
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu 
dan/atau keluarga yang bersangkutan. 

(5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(6) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang 
yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak 
miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, 
terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak 
mampu. 

(7) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang 
yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan 
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, 
bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim 
piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal 33 

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada 
Bupati. 

(2) Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) 
tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini. 

(3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan 
verifikasi yag berkaitan dengan : 

a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten; 

b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan 

c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan. 

(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil 
evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. 

(6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran X 
Peraturan Bupati ini. 

(7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 34 

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi: 

a. urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Siak; 
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b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa 
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan 

c. Kuitansi tanda terima. 

(3) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilampiri : 

a. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa 
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan 

b. Daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang untuk kebutuhan 1 (satu) 
bulan. 

(4) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini. 

Pasal 41 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 


Bagian Keempat 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Pasal 42 

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan 
bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD 
terkait. 

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan 
bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait. 

(3) Format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini. 

Pasal 43 

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial 
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. 

(^-) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan 
sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD 
terkait. 

Pasal 44 

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk 
uang meliputi: 

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati; 

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; 

c. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan 
sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan 

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang. 

Pasal 45 

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam 
bentuk barang meliputi: 

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati; 

b. keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; dan 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 50 


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 20.a 
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belania Hihah Han R Q r,f,, Q ^ 



tidak berlaku lagi. 


Pasal 51 


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
Nopember 2013 



Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal Nopember 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 


Drs. H/AMZAR 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP.149541114 197703 1 001 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 33 
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